Modernisasi Pendidikan Pesantren Dalam Dinamika Wacana Pembaharuan Pendidikan Islam by Nihwan, Muhammad & Munir, Asep Saifullah
MODERNISASI PENDIDIKAN PESANTREN 
DALAM DINAMIKA WACANA PEMBAHARUAN 
PENDIDIKAN ISLAM 
 
Muhammad Nihwan dan Asep Saifullah Munir 
Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Sumenep 
nihwanmuhammad@gmail.com 
asep.munir@gmail.com   
 
Abstrak 
Eksistensi pesantren kini dihadapkan pada tantangan perubahan zaman. 
Anggapan atau stigma bahwa pesantren identik dengan tradisionalitas 
menjadi perhatian tersendiri saat dipertentangkan dengan masifitas 
perubahan zaman. Abad modern (apalagi post-modern) menuntut 
banyak hal. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perangkat 
utama modernitas. Nyaris setiap jengkal dimensi kehidupan masa kini 
dibangun di atas landasan modernitas dan segala aspek yang 
mengiringinya itu. Kerenanya, pesantren sebagai bagian dari 
penyelenggara pendidikan, tidak boleh tidak mesti merespon melalui 
pembaruan pendidikan seiring dengan perekbangan pendidikan secara 
nasional. 
 




Di satu sisi, modernitas memberi dampak negatif terhadap 
peradaban. Salah satunya ditandai dengan makin nampaknya 
dehumanisasi dan dekadensi dimensi kemanusiaan (moralitas-
spiritualitas) di segala lini kehidupan tanpa terkecuali.
1
 Sehingga, 
dapat dikatakan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi belum 
sepenuhnya bisa mengantarkan umat manusia ke titik pencerahan dan 
keberadaban zaman. 
                                                     
1 Asep Saefullah, (kolom) Membongkar Dekadensi Budaya Santri, 21 April 2008, 
Dalam http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=12338 
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Namun di sisi lain, tak dapat dipungkiri, kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi juga mampu mendorong kemajuan di 
bidang-bidang lain melampaui apa yang telah dilakukan oleh 
peradaban manusia pra-kemodernan. Secara nyata, modernitas telah 
banyak membantu manusia dalam menyelesaikan tugas dan 
tanggungjawabnya di dunia. Hanya saja, problemnya terletak pada 
mentalitas dan dimensi humanitas individu manusia itu sendiri dalam 
menyikapi modernitas.  
Oleh sebab itu, imbas negatif dari modernitas mesti menjadi 
catatan tersendiri bagi pesantren sebagai salah satu basis penting 
pendidikan Islam di Indonesia. Tanpa ada perhatian serius dalam 
menyikapi modernitas, pesantren akan sulit menyesuaikan diri 
dengan laju gerak perubahan zaman. Tampaknya, sudah saatnya 
pesantren bersegera memperbaharui diri sebagai sebuah tuntutan dan 
tanggungjawab dakwah dalam menyikapi modernitas. 
Guna menyikapi modernitas, tentunya pesantren juga mesti 
menyelaraskan diri dengan modernitas itu.
2
 Dengan satu catatan, 
tradisi dan ciri khas pesantren tak lalu diabaikan dan ditinggalkan. 
Sebab yang demikian itu adalah aset yang dengannya pesantren 
menjadi ‘berbeda’ dengan institusi pendidikan Islam lainnya.  
Tuntutan modernisasi pendidikan pesantren kian mendesak. 
Setidaknya, ada beberapa alasan yang dapat diketengahkan mengapa 
desakan memperbaharui diri juga dialamatkan pada institusi bernama 
pesantren. Pesantren seringkali dihubungkan dengan stigma berupa 
konservatisme sosial dan keterbelakangan kultural.  
                                                     
2 Ahmad El Chumaedy, Modernisasi Pesantren, dalam: 
http://www.cyberschooldps.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=41 
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Di samping itu, apresiasi pesantren terhadap hal-hal baru, 
bukan saja minim, tetapi juga kadang penuh curiga. Banyak kalangan 
menilai, pergerakan sosial pesantren cenderung stagnan dan berjalan 
di tempat, berpuas-diri dengan keadaan yang ada, dan kerapkali 
menganggap bahwa yang ada itu adalah yang terbaik.
3
 Sebagai 
sebuah lembaga pendidikan, pesantren tentunya memiliki perhatian 
besar terhadap perkembangan dan dinamika sosial kemasyarakatan; 
tidak saja dalam ranah pendidikan tetapi juga ranah sosial budaya.  
Modernitas, seperti yang telah disinggung di atas telah 
mengubah paradigma dan pola hidup masyarakat saat ini. Sementara 
tanggungjawab pesantren adalah bagaimana mentransformasikan 
nilai-nilai dan ajaran Islam di tengah masyarakat. Atas dasar itu juga, 
pesantren (baca: orang-orang pesantren) harus memiliki perangkat 
memadai dalam rangka melakukan dakwah Islam kepada masyarakat. 
Tanpa bekal itu, tanggungjawab dakwah dan itikad pesantren 




Pesantren menjadi gawang dan pilar utama institusi 
pendidikan Islam dalam menjaga nilai-nilai keIslaman dan 
mendakwahkannya ke tengah-tengah masyarakat. Tanpa bermaksud 
menafikan peran institusi Islam lainnya, tak dapat dipungkiri, 
pesantren memegang peranan penting dalam membangun masyarakat, 
terutama dalam ranah pendidikan.
5 
 
                                                     
3 Hairus Salim dan Muhammad Ridwan, Kultur Hibrida Anak Muda NU di 
Jalur Kultural (Jogjakarta: LkiS, 1999), 2 
4 K.H. Tijani Djauhari, Masa Depan Pesantren; Agenda yang Belum 
Terselesaikan (Jakarta: TAJ Publishing, 2008),  88-89 
5 Dr Irwan Prayitno, Revitalisasi Pendidikan Pesantren, dalam: 
http://indonesian.irib.ir/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2674 
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Pesantren juga menjadi basis dimana ajaran dan nilai-nilai 
keIslaman digodok sedemikian rupa, dikontekstualkan dengan zaman, 
lalu ditransformasikan. Sebagaimana modernisasi juga bermakna 
tajdid (memperbaharui dan identik dengan pemurnian), pesantren 
juga punya tugas bagaimana nilai-nilai keIslaman tetap terpelihara 
dengan baik. Katakanlah satu tamsil, pemaknaan keliru atas jihad 
telah memunculkan momok berupa teror bom di tengah masyarakat. 
Oleh karena itu, pesantren juga punya tanggungjawab dalam 
memurnikan dan mengembalikan ajaran serta nilai-nilai keIslaman 
yang kerap diselewengkan demi kepentingan tertentu.  
Perlu dipaparkan, itikad modernisasi pendidikan pesantren 
kerap dibenturkan dengan anggapan yang keliru tentang makna 
modernisasi. Banyak kalangan dan masyarakat yang menilai miring 
pada sesuatu yang berbau kata modernisasi. Pasalnya, modernisasi 
hanya akan mencerabut pesantren dari akar tradisi yang telah turun-
temurun dipegang dan dipertahankan. Lebih jauh hal ini akan 
dipaparkan nanti. 
Berangkat dari sebab itulah, gagasan modernisasi pendidikan 
pesantren masih kerap dianggap tabu. Tak sedikit pula yang 
memaknai modernisasi pendidikan pesantren sebagai usaha 
sekularisasi dan pencerabutan pesantren dari tradisi Islam Indonesia. 
Tak aneh, jika masih ada pesantren yang alergi dengan wacana 
modernisasi pendidikan pesantren.  
Di pesantren yang demikian itu, sebagaimana yang 
disinggung tadi, gerak laju pesantren kerap kurang kontekstual dan 
membumi. Sebab realitas saat ini menuntut sesuatu pada pesantren 
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lebih dari sekedar kemahiran ‘mengotak-atik’ turats dan kapabilitas 
pengetahuan agama
.6 
Namun, sekedar catatan, bagaimana pun bentuk rintangan 
usaha modernisasi pendidikan pesantren harus tetap dimaknai dalam 
kacamata kewajaran dan karenanya semakin menuntut modernisasi 
pendidikan pesantren itu sendiri. Sebab melalui pendidikan nantinya 
dapat diusahakan paradigma, cara pandang, dan sikap masyarakat 
akan berubah menjadi lebih baik. Singkatnya, doktrin klasik 
pesantren al-muhâfadhatu ‘ala al-qadîm al-shâlih, wa al-akhdzu bi al-
jadîd al-ashlah tetap harus dipegang kukuh. Dan modernisasi 
pendidikan pesantren amat sejalan dengan doktrin itu. 
Wabilkhusus Madura. Pembangunan jembatan Suramadu 
sebentar lagi rampung. Tentunya, hal itu telah membawa dampak 
besar terhadap kehidupan masyarakat Madura yang dikenal religius. 
Sebagai masyarakat yang dikenal religius dan, dapat dikatakan, 
banyak bertumpu pada pesantren, pendidikan pesantren memegang 
peranan penting dalam mencerdaskan masyarakat. Asumsi penulis, 
antisipasi arus negatif yang masuk secara masif nantinya dapat 
dilakukan, salah satu yang paling utama, ialah melalui modernisasi 
pendidikan pesantren itu sendiri. 
Dalam kerangka mendasar pemikiran yang telah dibangun 
sebagaimana dipaparkan di atas, modernisasi pendidikan pesantren 
menemukan momentumnya. Kekeliruan memaknai dan 
mengejawantahkan semangat modernisasi pendidikan pesantren bisa-
jadi akan mengantarkan pada kegagalan sebuah proses pendidikan. 
Memang, modernisasi itu mesti, tetapi menemukan format yang tepat 
                                                     
6 Pontianak Pos, 19 September 2004 
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bagaimana bentuk modernisasi pendidikan pesantren itu juga jauh 
lebih penting.  
Dalam konteks pesantren, di Madura misalnya, terdapat 
pesantren Al-Amien yang dikenal modern. Tanpa bermaksud 
menganggapnya sebagai satu-satunya otoritas representasi model 
modernisasi pesantren, seorang tokoh di pesantren itu penulis anggap 
memiliki ide dan gagasan brilian masalah modernisasi. Al-Amien, 
paling tidak, memulai modernisasi dan dipandang paling menonjol 
dibanding pesantren lainnya, terutama di Madura. 
KH. Tidjani Djauhari, bersama KH. Idris Djauhari, menjadi 
tokoh kunci dinamika perkembangan pesantren Al-Amien. Meski 
sebuah model pesantren yang banyak merujuk pada Pondok Modern 
Gontor, Al-Amien mampu mengembangkan modelnya sendiri. Di 
saat pesantren lain di Madura nyaris tak sepenuh hati menerapkan 
sistem modern—atau bahkan emoh dan antipati terhadap 
kemodernan—Al-Amien telah lebih dulu membangun sistem dan 
menejemen pesantrennya dengan kemodernan.  
 
Pesantren: Antara Tradisionalitas dan Modernitas Pendidikan 
Islam 
Pesantren salaf acap identik dengan keterbelakangan. 
Sementara lulusan pesantren salaf seringkali dihubungkan dengan 
konservatisme sosial, keterbelakangan kultural, dan oportunisme 
politik.
7
 Lulusan pesantren nampak telah berpuas diri dengan keadaan 
yang sama yang seringkali dianggap sebagai yang terbaik. Orientasi 
                                                     
7 Hairus Salim dan Muhammad Ridwan, Kultur Hibrida Anak Muda NU di 
Jalur Kultural (Jogjakarta: LkiS, 1999), 3 
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hidup mereka dipercaya hanya sebatas pada penerimaan, penerapan, 
dan pemeliharaan nilai-nilai lama yang teguh diyakini dan dipegangi. 
Pesantren dikenal teguh memegang tradisi dan, bahkan, 
cenderung menolak pembaruan yang datang kemudian. 
Tradisionalitas pendidikan pesantren dimaknai dari keterbatasan 
sarana, corak kesederhanaannya dalam banyak hal, dan jauh dari nilai 
atau orientasi material. Di luar itu, sifat tradisionalitas pendidikan 
pesantren bukan garansi kemunduran eksistensinya. Bahkan, ulama-
ulama besar tumbuh dan lahir dari rahim pesantren—yang katanya—
tradisional itu. 
Dalam bab ini, kita akan diuraikan gagasan modernisasi 
pendidikan pesantren. Tak perlu lagi menjelaskan mengenai apa itu 
tradisionalitas dan modernitas pendidikan Islam, yang terpenting, 
takaran relevan atau tidaknya ide modernisasi dilihat pada 
sejauhmana kekuatan gagasan tersebut dari kacamata dua sisi yang 
‚bertolakbelakang‛: tradisionalitas dan modernitas pendidikan Islam. 
Sejarah awal pesantren, diwarnai dengan nilai-nilai kultural 
yang kental. Nilai-nilai kesederhanaan dan kondisi apa adanya yang 
kini kerap ditafsirkan sebagai keterbelakangan. Sambil lalu 
melompat-lompat mengangkangi gagasan modernitas pendidikan 
pesantren, ada baiknya disinggung beberapa karakter pesantren 
tradisional atau pesantren salaf.  
Ketika dibandingkan dengan pesantren modern dan 
modernitas zaman secara umum, pesantren salaf setidaknya tampak 
dari ciri menonjol berikut: pertama, pesantren salaf menonjol dengan 
karakter lokalitasnya. Sebuah model pendidikan yang sejalan dan 
sedarah dengan fakta riil kondisi masyarakat sekitarnya. Santri 
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terkondisikan seakan-akan—dan memang demikian—dia hidup di 
tengah masyarakat langsung. Di mata mereka pesantren bukan 
‚penjara‛ yang menerapkan banyak aturan terkait dengan aktivitas 
mereka. Kondisi pembelajaran dan pendidikan di pesantren salaf 
dirasakan sebagai sebuah kebutuhan dan kemestian bukan sebuah 
kekangan apalagi paksaan.  
Tingkat ‚kebebasan‛ yang didapat santri dalam belajar dan 
beraktivitas di pesantren menjadi ruang luas mengembangkan 
kreativitas dan progresivitas berpikir dan berperilaku. Imbas 
positifnya lahir santri progresif. Negatifnya, nihil sistem yang menata 
proses pendidikan—dalam banyak fakta—meninabobokan sebagian 
santri hingga lalai dalam belajar, disorientasi, dan menjalani 
kehidupan di pesantren tanpa visi dan target-target yang tegas. 
Karena itu, di pesantren-pesantren salaf banyak ditemukan santri 
yang sekian lama berdiam di pesantren dan tak jelas jenjang 
pendidikannya.   
Kedua, di pesantren salaf, yang ditekankan ialah membangun 
kultur tanpa mesti memangun sistem. Sebab diyakini kultur lebih 
mampu menjamin sebuah proses pendidikan di pesantren akan 
berhasil. Penciptaan kultur tentu didasarkan pada adanya kesadaran 
dan keinsyafan akan kebermaknaan ilmu dan kesejatian agama Islam.  
Dari kesadaran itu akan timbul ghirah belajar dan berproses 
menjadi insan kamil sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi dan 
para ulama-kiai. Dalam pandangan ini, tentu sepintas sistem menjadi 
tak penting peranannya dalam pesantren. Sebab melalui kultur, 
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dengan sendirinya kesadaran akan pentingnya pembelajaran, 
pendidikan dan proses menjadi baik begitu saja terjadi. 8  
Jika terlalu larut dengan modernisasi, proses pendidikan akan 
terjebak pada sistem. Pada gilirannya, jika hanya bertumpu pada 
sistem, akan memunculkan ‚keterpaksaan‛ proses pendidikan yang 
dijalani santri, keterjebakan pada sistem dan formalitas pembelajaran, 
serta miskin nilai-nilai keikhlasan dan pembelajaran yang berbasis 
kesadaran.  
Akan tetapi ini barangkali hanya kekhawatiran sepintas yang 
sulit dibuktikan dengan data-data konkret lapangan. Paling tidak, 
gagasan modernisasi jangan sampai menafikan nilai-nilai luhur yang 
terdapat di pesantren salaf sebagaimana yang disebutkan tadi. 
Keberadaan sistem tetap penting guna mengawal proses pendidikan 
dan pembelajaran menjadi lebih efektif, terencana, dan terukur, tetapi 
inti keikhlasan, spirit fundamen mencari ilmu dan berproses menuju 
insan kamil juga tak boleh terabaikan. 
Relevansi ide modernisasi pendidikan pesantren setidaknya 
terletak pada poin itu. Berangkat dari pembacaan menyeluruh atas 
ide modernisasi yang tetap menekankan pada pentingnya nilai-nilai 
tradisi yang baik dan relevan, kekhawatiran akan terkikisnya nilai 
kesederhanaan, keikhlasan, dan tingginya semangat mencari ilmu 
untuk tujuan fundamen mencari ridha Allah dan bukan mencari 
kejayaan duniawi menjadi tidak beralasan. 
Ketiga, tradisionalitas pendidikan Islam yang terejawantah 
dalam pendidikan pesantren salaf ditandai nilai lebih berupa 
                                                     
8 Dalam pemaknaan KTidjani proses menjadi santri sebagaimana yang 
telah dipaparkan dimuka. 
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kemandirian baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dari 
segi finansial guna ‚membiayai‛ proses pendidikan tersebut. 
Pesantren salaf tak tergantung pada sistem pendidikan Negara.  
Sikap independen itu berangkat dari keyakinan ontologis 
bahwa agama ialah dasar dari segala aktivitas kemanusiaan untuk 
mencapai tujuan yang lebih dari sekedar tujuan material yang bersifat 
duniawi. Karena itu pula, ilmu agama dilihat bukan jalan mencari 
kejayaan dunia. Sehingga pesantren, sebagai lembaga pendidikan di 
mana ilmu agama, terutama, ditransformasikan dipandang sebagai 
lembaga yang betul-betul konsen pada penguatan akidah, watak, dan 
pembetukan kepribadian muslim sejati.  
Dalam pandangan tradisionalitas pendidikan Islam—
maksudnya pesantren salaf—pendidikan skill dan kecakapan 
mempertahankan hidup dapat dikatakan tak terlalu dipriorotaskan. 
Problem skill yang berorientasi dunia kerja dan hal-hal yang bersifat 
duniawi tak terlalu ditekankan. Yang menjadi penekanan lebih pada 
penanaman keyakinan dan kekokohan iman dan takwa. Landasan 
ontologis dari sikap itu ialah bahwa dunia beserta isinya milik Allah 
dan manusia hidup telah disediakan masing-masing lengkap  dengan 
rizkinya.  
Sementara itu, pendidikan Islam modern memandang lebih 
jauh. Dalam kacamata pendidikan Islam modern, tampak apa yang 
dipegang pesantren salaf kurang relevan. Islam tak hanya mesti 
mengurusi masalah internal seputar agama dan keakhiratan saja, 
tetapi juga mesti mampu membias dalam dinamika kehidupan sosial. 
Berkaitan dengan gerak perubahan zaman, tantangan dunia modern 
tak dapat diabaikan begitu saja.  
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Pesantren sebagai elemen penting pembangunan Islam 
melalui pendidikan wajib mampu menjawab tantangan itu. Jawaban 
atas modernitas yang nampak berwarna ‚keduniaan‛ semisal 
pendidikan skill guna orientasi kerja atau ketahanan hidup santri tak 
lantas dengan mudah dapat diklaim sebagai ‚pengkhianatan‛ 
terhadap misi suci pendidikan Islam.  
Dalam sejarahnya, modernisasi (pendidikan) Islam juga 
berangkat dari kesadaran umat akan betapa pentingnya sikap 
responsif terhadap modernitas. Tak acuh pada modernitas dan asyik 
terjebak dalam nostalgia tradisonalitas pendidikan Islam bukan 
sebuah solusi—kalau kurang pantas dikatakan sebagai sikap lari dari 
kenyataan zaman.  
Kesimpulannya, sikap ‚ngotot‛ dan apatis terhadap model 
lain antara keduanya--pesantren salaf dan pesantren (ekstrim) 
modern--hanya bahasa lain dari ungkapan sebuah model pendidikan 
yang pincang (split personality).9 Modernisasi pendidikan pesantren 
makin menjadi keniscayaan. Guna menjawab tantangan zaman, 
dibutuhkan sebuah sistem pendidikan yang baik meliputi perencanaan 
yang baik, input, dan proses, sehingga akan melahirkan output yang 
baik pula.10  
Fakta ini dipandang sebagai sebuah bentuk kemandirian dan 
kekukuhan memegang prinsip salaf yang membangun pendidikan 
secara mandiri. Tentunya, modernisasi memang semestinya berada 
dalam domain warisan lokal bukan kegiatan mengadopsi dari luar 
                                                     
9 Prof. Dr. H. A. Malik Fadjar, M.Sc, Dkk., Quo Vadis Pendidikan Islam, 
(Malang: UIN-Malang Press, 2006),  xxvi 
10 Prof. Dr.H. Abuddin Nata, MA, Manajemen Pendidikan: Mengatasi 
Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 187 
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semata. Hal itu sejalan dengan pandangan Nurcholish Madjid bahwa, 
semua sistem etika mengandung unsur-unsur yang jika dikembangkan 





Modernisasi Pendidikan Pesantren Dalam Potret Dinamika 
Pemikiran Keislaman  
Dinamika pemikiran keislaman Indonesia tak dapat 
sepenuhnya lepas dari peran dan eksistensi pesantren. Keterikatan 
keduanya begitu erat. Sebab, pesantren hingga hari ini masih 
dipercaya dan diyakini sebagai lembaga pendidikan yang berhasil 
membangun tradisi pemikiran keislaman.
12
 Sebab dari pesantren lahir 
banyak tokoh besar Islam.  
Dalam bagian ini, setidaknya hendak ditengok peran 
pesantren, terutama pesantren yang disebut modern dalam 
sumbangsihnya bagi pengembangan atau dinamisasi pemikiran 
keislaman.  
Dalam banyak fakta, pesantren modern mampu membangun 
karakteristiknya sendiri. Penekanannya pada, sebagiannya, 
penguasaan bahasa asing dan teriintegrasikannya ilmu agama dengan 
ilmu umum menjadi modal bagi berkembangnya pesantren modern. 
Keterbukaan sistem dan manajemen modern memungkinkan adanya 
proses pembaruan di tubuh pesantren modern.  
                                                     
11 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, (Jakarta: Paramadina, 
2000), 454 
12 M. Ali Hasan & Mukti Ali, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Jakarta: 
Pedoman Ilmu Jaya, 2003), 97 
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Secara otomatis hal itu membuka akses pengetahuan dan 
informasi yang lebih luas. Akses santrinya tak terbatas melulu pada 
literatur klasik tetapi juga barat kontemporer. Efek positif yang 
timbul kemudian dinamika perubahan zaman yang digodok dalam 
keilmuan Islam makin membentuk cakrawala pemikiran yang 




Sebenarnya ada dua institusi saat ini yang dilihat sebagai 
rahim dari para intelektual muslim. Pertama, pesantren. kedua, 
perguruan tinggi, terutama IAIN. Para alumnus pesantren yang 
kemudian menukangi pelbagai kajian di perguruan tinggi merupakan 
embrio perkembangan intektual tersebut. Berapa banyak pribadi yang 
dicetak dari tradisi intelektual ini. Bahkan secara kelembagaan.  
Yang menarik ialah adanya sintesa antara perguruan tinggi 
dan pesantren. perguruan tinggi islam kini melirik pesantren sebagai 
sebuah model pendidikan alternatif. Karena itu, ada beberapa 
perguruan tinggi yang ‚mengadopsi‛ model pendidikan pesantren 
guna menunjang pendidikan di perguruan tinggi. Begitu pun 
sebaliknya. Pesantren berusaha mengembangkan dirinya melalui 
pendirian perguruan tinggi. Dan pada tataran praksisnya, perguruan 
tinggi itu juga tak kalah kualitasnya. 
  
Pendidikan Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional 
Pada mulanya, pesantren dilirik sebagai model pedidikan 
efektif melakukan transformasi ilmu pengetahuan dan internalisasi 
                                                     
13 Irwan Abdullah, Dkk., Agama, Pendidikan Islam, dan Tanggungjawab 
Pesantren, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008),  1 
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nilai-nilai keislaman. Pertengahan tahun 30-an, Dr.Soetomo 
menganjurkan agar azas-azas pendidikan pesantren dipergunakan 
sebagai dasar pembangunan pendidikan Nasional Indonesia.  
Meski pendapat itu kurang memperoleh tanggapan, yang dapat 
digarisbawahi bahwa pesantren waktu itu telah begitu memikat 
banyak kalangan intelektual sebagai sebuah institusi pendidikan yang 
tak terpisahkan dalam proses pembentukan identitas budaya bangsa 
Indonesia.
14
 Hingga pada tatataran pengembangan sosio-kultural 
masyarakat, pesantren diangga—dalam bahasa Cliffort Geerz—
sebagai cultural broker—pembentuk budaya. 
Dalam bagian ini, meneropong konsepsi model modernisasi 
pendidikan pesantren didudukkan dalam sebuah sistem besar, sistem 
pendidikan Nasional. Selanjutnya tulisan ini hendak memaparkan dua 
hal: pertama, pesantren dalam kebijakan sisdiknas; kedua, pesantren 
sebagai model lembaga pendidikan alternatif.  
 
1. Pesantren Dalam Kebijakan Sisdiknas 
Sebagaimana lembaga pendidikan lain, pesantren juga 
mengambil peran penting dan strategis dalam ruang sistem 
pendidikan Nasional.
15
 Kontribusinya yang besar serta andilnya 
mencerdaskan kehidupan bangsa sebgaimana yang diamanatkan 
UUD ’45 lebih dari sekedar bukti. Tampak wajar kalau 
kemudian, secara eksplisit, sistem pendidikan nasional 
menghargai—bahkan menempatkannya pada kedudukan 
                                                     
14 Prof. Dr. H. A. Malik Fadjar, M.Sc, Dkk., Quo Vadis Pendidikan Islam, 
(Malang: UIN-Malang Press, 2006), xxii 
15 A.Mukti Ali, Beberapa Masalah Pendidikan di Indonesia, (Jogjakarta: 
Yayasan Nisa, 1971), 18 
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istimewa--eksistensi pesantren dan mengaturnya dalam undang-
undang sistem pendidikan Nasional (UUSPN).  
Sebagaimana Tridharma pesantren yang menjadi pondasi 
kediriannya, proses pendidikan di pesantren selaras dengan 
UUSPN yang digariskan pemerintah. Sebagaimana pasal 3 
UUSPN menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
pesarta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 
demokratis serta bertanggungjawab.‛16 
Sejalan dengan maksud pasal di atas, pendidikan 
pesantren telah mempraktikkan yang demikian itu jauh-jauh 
hari. Berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pendidikan 
sebagaimana yang termaktub dalam UUSPN BAB III dan pasal 8 
megenai hak dan kewajiban masyarakat, tentu dalam faktanya 
pesantren hidup dan tumbuh di tengah masyarakat dengan 
tingkat kemandiriannya yang tinggi.  
Pesantren modern ditandai dengan pemberian materi 
komplemen sebagai bekal kecakapan hidup di kemudian hari. 
Tidak melulu ilmu agama yang diajarkan tetapi juga pelbagai 
keterampilan yang mendukung bagi sikap mandiri dan revival 
santri di tengah masyarakat. Sistem pendidikan Nasional amat 
                                                     
16 Tim Cemerlang, UU RI Tentang Sisdiknas dan Tentang Guru dan Dosen, 
(Jogjakarta: Cemerlang Publisher, 2007),  69 
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mendukung hal itu. Pesantren didorong agar pula 
menyelenggarakan model pendidikan skill.  
Mengingat realitas zaman memang menuntut demikian. 
Dalam pasal 26 poin dua menegaskan hal itu. Di situ 
dicantumkan bahwa pendidikan nonformal (dalam hal ini 
pesantren) berfungsi mengembangkan potensi peserta didik 
dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan 




Berkaitan dengan itu, cukup menarik yaitu gagasannya 
mengintegrasikan sistem sekolah kepada sistem pesantren. 
Maksudnya, pesantren bukan lalu dilengkapi dengan pendidikan 
formal semisal sekolah sebagaimana yang dilakukan di banyak 
pesantren, tetapi mengintegralkannya dalam sistem pendidikan 
pesantren.  
Karena itu, tidak ada pemisahan ilmu umum-ilmu agama 
dan sekolah diniyah-sekolah formal. Fakta ini menunjukkan 
bahwa masuknya pesantren dalam gelanggan sistem pendidikan 
nasional yang secara formal termaktub dalam UUSPN tak 
kemudian mendistorsi kediriannya sebagai lembaga pendidikan 
Islam yang khas dan unik. 
 
2. Pesantren Sebagai Model Lembaga Pendidikan 
Alternatif 
                                                     
17 Fraksi PKS Online, Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional, dalam 
http://www.pks-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=2948  
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Kelebihan pendidikan model pesantren makin diakui. 
Telah banyak model pendidikan lainnya yang meniru pendidikan 
pesantren. Bahkan ada fenomena, beberapa perguruan tinggi 
islam berusaha mengadopsi sistem pendidikannya dengan, salah 
satunya, mendirikan pondok pesantren mahasiswa. 
Apalagi pesantren yang tergolong modern, keberadaannya 
diakui dan, dalam kasus tertentu, disejajarkan dengan lembaga-
lembaga formal lainnya. Dulu, pertengahan tahun1950-an, KH.A 
Wahid Hasyim selaku menteri agama telah jauh-jauh hari 
menginstruksikan pesantren yang memiliki madrasah agar 
memasukkan mata pelajaran umum. Tujuannya tak lain sebagai 
bentuk upaya pemerintah mendorong perbaikan sistem dan 
modernisasi pendidikan di pesantren.
18
  
Begitu pula, pada pertengahan 1970-an, ketika A. Mukti 
Ali menjadi Menteri Agama, pendidikan formal dalam pesantren 
mendapat pegakuan berupa SKB dari tiga menteri: menteri 
agama, menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri dalam 
negeri. Itu adalah usaha pemerintah sebagai penghargaan pada 
pesantren dan madrasah dalam rangka menempatkan posisi 
peserta didik atau lulusannya pada taraf dan mutu serta pada 
konteks kemasyarakatan yang lebih luas.
19
 
Memang, pada awal mulanya pesantren mengembangkan 
diri, masyarakat cenderung abai terhadap pesantren. Silang 
pendapat di antara masyarakat terjadi. Pertama, ada yang 
                                                     
18 M. Ali Hasan & Mukti Ali, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Jakarta: 
Pedoman Ilmu Jaya, 2003),  102 
19 Prof. Dr. H. A. Malik Fadjar, M.Sc, Dkk., Quo Vadis Pendidikan Islam, 
(Malang: UIN-Malang Press, 2006),  9 
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menuntut pesantren tetap pada koridornya, yaitu melulu 
mengajarkan pendidikan agama tanpa harus ikut campur 
pendidikan umum dan kecakapan. Kedua, sebaliknya. Tuntutan 
lebih besar dari sekedar lembaga pendidikan—tetapi juga, 
misalnya, pelatihan—dipikulkan ke pesantren.20  
Nampaknya kini yang kedua yang amat menonjol dalam 
realitas. Tak hanya tanggungjawab pesantren dalam 
menyelenggarakan pendidikan saja yang makin kompleks, tetapi 
juga dibarengi dengan pentingnya nilai sebuah formalitas berupa 
ijazah atau syahadah. Tentu orangtua santri lebih menginginkan 
anaknya, di samping berpengetahuan luas dan berbudi islam, 
juga memiliki kesempatan yang sama berkiprah dalam ranah 
sosial.  
Upaya modernisasi pesantren didukung dengan kebijakan 
pemerintah makin menemukan momentumnya. Corak 
pendidikan pesantren tak perlu khawatir dengan formalitas. 
Bahkan, dalam pandangan tertentu, pesantren salaf tak perlu 
susah-susah mendirikan sekolah formal guna ‚kebutuhan‛ ijazah 
atau formalitas santrinya. Langkah yang diambil, misalnya, KMI 
Gontor dan TMI Al-Amien dapat ditiru. Kedua lembaga itu 
merupakan lembaga diniyah yang di dalamnya diintegrasikan 
pula materi-materi atau pelajaran umum.  
Sehingga untuk mendapat pengesahan dan pengakuan 
syahadah-nya (ijazahnya) dari pemerintah sebagai sesuatu yang 
sah secara formal tidak harus mengubah ‚jenis kelamin‛ atau 
                                                     
20 Irwan Abdullah, Dkk., Agama, Pendidikan Islam, dan Tanggungjawab 
Pesantren, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008),  5 
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menambah lembaga pendidikan. Bahkan, untuk kasus kedua 
pondok modern itu, pengakuan tak hanya didapat dari dalam 
negeri, tetapi juga dari luar negeri. 
Bahkan akhir-akhir ini, ada kehendak meng-UN-kan 
pesantren salaf. Di Surabaya, Hamid Syarif, Ketua Aliansi 
Pondok Pesantren Indonesia (APPI) mengatakan bahwa di 
pesantren salaf akan diberlakukan UN. Meski masih debatable, 
tujuannya memberikan ruang seluas-seluasnya pada alumni 
pesantren salaf untuk berkompetisi mengisi ruang-ruang publik 
yang selama ini diduduki oleh mayoritas lulusan sekolah formal 
tampak mengena.21 
Walhasil, bukan saja posisi pesantren yang dipandang 
pemerintah, tetapi sekaligus mengusahakannya menjadi betul-
betul pendidikan alternatif. Gagasan bahwa pesantren sebagai 
pendidikan alternatif memang usang. Tetapi, K. Idris Djauhari 
bersama K. Tidjani dengan berani menawarkan sebuah konsep 




Paparan panjang modernisasi mengantarkan pada sebuah 
konklusi: modernisasi pendidikan pesantren merupakan kemestian 
                                                     
21 Mukhlisin AS, Menimbang Pemberlakuan UN di Pesantren, (Sumenep, 
Tabloid Bulanan INFO, 03 Maret 2008) 
22 Dalam buku kecilnya, K. Idris mengupas tuntas mengenai model-model 
pengembangan sistem pendidikan dan merekomendasikannya agar sistem pendidikan 
pesantren melalui modeifikasi-modifikasi tentunya dijadikan sebagai sistem 
alternatif pendidikan Nasional. Lihat: KH.Moh.Idris Djauhari, Sistem Pendidikan 
Pesantren, Mungkinkah Menjadi Sistem Pendidikan Nasional Alternatif?, (Sumenep, 
Al-Amien Printing, 2002) 
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yang tak dapat ditawar-tawar. Keukeuh dengan tradisionalitas tanpa 
mau ‚kompromi‛ dengan kemajuan zaman hanya akan meminggirkan 
dan mengasingkan pesantren dari arus perubahan. Pendidikan 
pesatren harus terus berubah, memperbaiki diri, dan bermetamorfosis 
menjadi lebih baik kalau tidak mau seperti apa yang dikatakan malik 
fajar sebagai ‚monumen‛.  
Modernisasi pesantren tentu tak lalu menafikan sepenuhnya 
sesuatu yang bersifat tradisional. Sebab modernisasi pesantren mesti 
didudukkan pada usaha maksimal penggalian khasanah intelektual 
Islam sendiri daripada mengadopsi konsep Barat. Modernisasi 
pesantren juga tak berarti modernisasi ajaran. Islam sebagai agama 
penutup tentu memuat kesempurnaannya. Hanya bagaimana 
kontekstualisasi praktik keberagamaan yang masih punya ruang 
untuk terus ditafsirkan dan diisi.  
Oleh karena itu, modernisasi pendidikan pesantren tentu 
berkaitan dengan sistemnya. Gagasan modernisasi itu paling tidak 
menemukan bentuk konkretnya, dalam empat dimensi. Pertama, 
dimensi jenis pendidikan. Dimensi ini dapat dicontohkan sebagai 
perluasan pembelajaran dari mulai hanya pelajaran agama yang 
bersifat akademik sampai pada materi kejuruan atau teknik yang 
bersifat praktik. Kedua jenjang pendidikan: ditunjukkan dengan 
pengembangan jenjang misalnya pendirian perguruan tinggi atau 
universitas yang di dalamnya diajarkan pelbagai disiplin ilmu. Ketiga, 
pembagunan sumber daya pendidikan sebagai sebuah kebutuhan bagi 
pengelolaan dan pengembangan pendidkan. Keempat, kurikulum dan 
metode pembelajaran. Di samping adanya integrasi pelajaran, varian 
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